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BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.39, 2011 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI. Pengawasan Ketenagakerjaan.
Pembinaan. Koordinasi

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.02/MEN/I/2011
TENTANG
PEMBINAAN DAN KOORDINASI
PELAKSANAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagal pelaksanaan ketentuan Pasal 13, Pasal 16 ayat
(3), dan Pasal 28 Peraturan Presden Nomor 21 Tahun 2010
tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, perlu diatur mengenai
pembinaan dan koordinas  pelaksanaan  pengawasan
ketenagakerjaan dengan Peraturan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan
berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun
1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1951 Nomor 4);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1970
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Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa
Nomor 1918);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan

ILO Convention Nomor 81 (Konvens ILO Nomor 81
Mengenal Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan
Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4309);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
bebergpa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

. Peraturan Presiden Republik Indonesa Nomor 21 Tahun

2010 tentang Pengawasan K etenagakerjaan;

. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformas Birokras Republik Indonesa Nomor 19
Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawasan
K etenagakerjaan dan Angka Kreditnya;

. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor: PER.20/MEN/IX/2005 tentang Pola Karir
dan Diklat Jabatan Fungsional Pengawas K etenagakerjaan;
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBINAAN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Daam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan
pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instans yang lingkup tugas
dan tanggung jawabnya dibidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat
adalah unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada kementerian yang
menangani urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instans yang lingkup tugas
dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah
proving adalah unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada satuan kerja
perangkat daerah provins yang menangani urusan di  bidang
ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instans yang lingkup tugas
dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah
kabupaten/kota adalah unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada satuan
kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani urusan di bidang
ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan adalah serangkaian kegiatan
pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi
mengenai  kelembagaan, sumber daya manusia pengawasan
ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, pendanaan, administrasi, dan sistem
informas pengawasan ketenagakerjaan.

Pegawal pengawas ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut pengawas
ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan
dalam jabatan fungsiona pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi pengawasan
ketenagakerjaan pada instans yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya
di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat.

8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di  bidang
ketenagakerjaan.

BAB II
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mendukung
kemampuan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan dalam melaksanakan
penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan secara terpadu, terkoordinas, dan
terintegrasi pada pemerintah pusat, pemerintah provins dan pemerintah
kabupaten/kota.

Pasal 3

(1) Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan sesuai kebijakan
nasional dalam Peraturan Menteri ini.

(2) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan
pada pemerintah provins berdasarkan kebijakan nasional sebagaimana
dimaksud padaayat (1).

(3) Gubernur atau peabat yang ditunjuk melaksanakan pembinaan
pengawasan ketenagakerjaan pada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan
kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

(1) Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1), meliputi:

a. kelembagaan;

b. sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan;
C. saranadan prasarang;

d. pendanaan;

e. administrasi;

f. sistem informas pengawasan ketenagakerjaan.
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(2) Pelaksanaan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. bimbingan;

b. konsultasi;

penyuluhan;

supervisi dan pemantauan;

sosalisas;

pendidikan dan pelatihan;
pendampingan;

evauasi.

S@ ™o a o

Bagian Kedua
Kelembagaan
Pasal 5

Pembinaan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a
dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja melalui optimalisas pelaksanaan
tugas dan fungs unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instans yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 6

Peningkatan kinerja melalui optimalisas pelaksanaan tugas dan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

a

penyusunan rencana kerja pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan hasil
analisis objek pengawasan ketenagakerjaan dan disesuaikan dengan
perkembangan teknologi dan kebutuhan sosial ekonomi daerah;

pendataan obyek pengawasan ketenagakerjaan sebagai bahan penyusunan
peta kerawanan norma ketenagakerjaan, penetapan norma, standar,
prosedur dan kriteria;

penyebarluasan norma ketenagak erjaan kepada masyarakat;

pengelolaan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan berupa pemeriksaan,
pengujian dan penyidikan;

penerbitan perijinan pemakaian peradlatan produksi, pengesahan
peradatan/instalasi dan sarana proteksi, pemberian rekomendas bidang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lisensi petugas Pertolongan
Pertama Pada K ecelakaan (P3K) di tempat kerja;


http://www.djpp.depkumham.go.id

